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BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 56 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SINTANG,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, maka terjadi perubahan terhadap
beberapa ketentuan terhadap pemberian hibah dan
bantuan sosial di daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, bahwa
penganggaran, pelaksanaan dan Penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring
dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai
tahun angearan 2013 harus mempedomani Peraturan
Menteri Dalam Negeri dimaksud,

bahwa dalam rangka pengelolaan belanja hibah dan
bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Sintang telah
menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 56 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sintang,
sehingga perlu dilakukan perubahan sejalan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada
huruf c¢ diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sintang Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman
pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Pemerintah Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;

Mengingat
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) Sebhagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Penyclenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851},

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 200l (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150},

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355},

7. Undang-Undacg Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeviksaan  Pengelolaan Dan Tanggung  Jawab
keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400j;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun Tahun
2004 tentang Pemerintdhan Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484:4);

9. Undang-Undang
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15,

16.
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18.
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Undang-Undang Ndgmor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dgn
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesiu Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan : Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200S tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) :

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan -Pemerintahan Antara Pemerintah,
pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negaru Republik Indonesia Nomor 4737);

peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesic
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 5272);
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19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

20.

L

20,

23,

24,

20,

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun
2011;

KepUtusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4418);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
25},

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah  Kabupaten Sintang (Lembaran  Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah - diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber . Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN
SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 56 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja' Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
pemerintah Kabupaten Sintang diubah sebagai berikut :

Pasal |

Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan angka
paru yaitu angka 8a, diantara angka 16 dan angka 17 di sisipkan angka

baru yaitu angka 16a, angka 16b dan angka 16¢, sehingga Pasal 1
perbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
2 8

8a.

Daerah adalah Kabupaten Sintang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupaiti Sintang.

Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah
Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan

Daerah. |

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala
Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sintang selaku

pengguna anggaran/pengguna barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan
dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai
perangkat daerah yang selain selaku pengguna anggaran/pengguna
barang, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

TMA D=L
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10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak selaku bendahara umum daerah.

11. Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat BUD adalah

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Sintang.

12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa
BUD adalah pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD;

13. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang
dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan
mengikat secara umum;

14. SKPD terkait adalah SKPD yang terkait langsung dengan pengelolaan

belanja hibah dan bantuan sosial berdasarkan tugas pokok dan
fungsi masing-masing,

15. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang Melaksanakan satu atau
beberapa program.

16. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
vang selanjutnya disingkat RKA - PPKD adalah rencana kerja dan
anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku
bendahara umum daerah.

16a. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKPD.

16b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan
anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.

16¢c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran.

17. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten
Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

18. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
vang selanjutnya disebut Bendahara PPKD adalah Bendahara
pengeluaran yang terdapat pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Sintang yang bertugas mengajukan permintaan
pembayaran dan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

19. Hibah ..,
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(1)

(3)
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Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
Kabupaten Sintang kepada pemerintan atau pemerintah daerah
lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan  organisasi
kemasyarakatan, yang secara ' spesifik telah  ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus yang ;bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan befupa uang/barang dari
pemeflintah Kabupaten Sintang kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan
selektif yang beltujuan untuk melindungi dari kemungkinan
ter jadinya resiko sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mcnimbl_lll_(an
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh inlel(.Zh_l,
keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis
sosial, krisis ekonomi, Krisis politik, fenomena alam dan bencar}a
alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin
teTpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD
adalah naskah perjanjian hibah yang dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang antara
Pemerintah Kabupaten Sintang dengan penefima hibah.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan
kepefcayaan teThadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk befperan serta
dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  berdasarkan
Pancasila termasuk oTganisasi non pemerlintahan yang bersifat
Nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

entuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

Maksud belanja hibah adalah untuk membelikan hibah dalam

bentuk uang, barang dan/atau jasa.

Hibah dapat diberikan kepada :

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah lainnyag;

c. perusahaan daerah; : i

d. masyarakat; dan/ atau

e. organisasi kemasyarakatan.

Belanja hibah diberikan secara selektif sesuai kemampuan keuangan
daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang dengan memperhatikan asas
kgadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
Q1mana peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib
tidak mengikat dan tidak terus meneruys setiap tahun anggarar;
kecuali ditentukan lain  oleh peraturan perundang-undangan

memenuhi persyaratan penerima hibah, serta dj
_ § ‘ itetapkan
Keputusan Bupati. P Ao

e 3. Ketentuan ..,
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3 Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
' Pasal 8

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek
belanja hibah pada PPKD.

(2) Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa,
obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek bejanja hibah
barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
pada SKPD.

(3) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemerintah,;
b. Pemerintah daerah lainnya;
c. Perusahaan daerah;
d. Masyarakat; dan
e. Organisasi kemasyarakatan.

4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) Pasal Baru yaitu pasal
84, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran hibah dalam Lampiran I[II Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.

(2) Format Lampiran Il Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15

(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan belanja hibah kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan serta
kementerian/lembaga terkait yang membawahi penerima hibah
setelah tahun anggaran berakhir.

6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18, disisipkan 1 (satu) Pasal Baru yaitu Pasal
17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri dari bantuan
sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bant_uan so_sial yYang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dialokasikan kepada individu dan/atay keluarga yang sudah jelas

nama, alamat penerima dan -besarannya pada sa
s, ya p at penyusunan

(3) Bantuan ..
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(3) Bantuan sosial yang tidak @ dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan
akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau
keluarga yang bersangkutan,

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi
anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

7 Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaiMana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (3) diberikan dalam
bentuk Uang yang besarannya paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima
juta rupiah),

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal inj
dianggarkan secara global dan belum dirinci penerimanya dalam
APBD.

(3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, adalah anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud
Pasal 17 huruf a peraturan ini.

8. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru yaitu Pasal
22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1} Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja
tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan
sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.

(2) Objek belanja bantuan sosial ‘dan riflcian objek belanja bantuan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. individu dan/atau keluarga;
b. masyarakat; dan
c. lembaga non pemerintahan.
|
(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja
bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial
barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada
SKPD. ;
9. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (2) dan
ayat (3} disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), diantara ayat (4) dan
ayat (5] disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4a), ditambahkan 2 (dua)
gyatkbaru yaitu ayat (8) dan ayat {9), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai
erikut:

Pasal 24

{1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial

dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang
APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(2). Penyaluran .,
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(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada
daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan
Bupati Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan
sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A.
) |

(2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial' kepada individU dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17A didasarkan pada permintaan tertulis dari
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat kctcrangaq
dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati
setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

(3) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD dalam
program dan kegiatan pada kelompok belanja langsung sesuai dengan

peruntukannya.

(4) PencaiTan Bantuan Sosial untuk individu dan/atau keluarga yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya dapat dilakukan oleh
bendahara pengeluaran PPKD berdasarkan peTmohonan penerima
bantuan yang telah disetujui oleh Bupati.

(4a) Pencaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh
bendahara pengeluaran PPKD kepada penerima bantuan dengan
berita acara serah terima.

(5) PencaiTan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dapat dilakukan
sebelum maupun setelah pelaksanaan kegiatan dan hanya dapat
dilakukan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Sintang tahun anggaran beTkenaan.

(6) Pencairan belanja bantuan sosial setelah pelaksanaan Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dilakukan dengan
dasar laporan realisasi penggunaan dana terhadap kegiatan yang
telah dilaksanakan oleh penerima bantuan.

(7) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara
pembayaran langsung (LS).

(8] Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairaniya dapat dilakukan
melalui mekanisme tambah uang (TU).

(9) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilengkapi dengan kuitansi
bukti penerimaan uang bantuan sosial.

0. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu} Pasal Baru yaitu Pasal
29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada
individu dan/atau keiuarga yang tidak dapat direncanakan
sgbelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A kepada Bupati
Sintang paling jambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya,

(2) Reka;_)itulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama
penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh
masing-masing individu dan/atau keluarga.

11. Ketentuan ..
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11. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30
(1) Pertanggungjawabqn pemerintah Kabupaten Sintang atas pemberian
bantuan sosial meliputi:

a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial
atau surat keterangen dari pejabat yang berwenang kepada
Bupati;

b. keputusan Bupati Sintang tentang penetapan daftar penerima
bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang mcnyatakan_
bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai
dengan usulan; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan So§lal
berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian
bantuan sosial berupa barang,

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu
dan/atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

12. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

BAB V1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, berlaku efektif mulai
tanggal 1 (satu} Januari 2013.

(2} Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam
Peraturan ini sepanjang Mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur

lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3} Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur
khusus dengan Peraturan Perundang-undangan, maka pengaturan
pengelolaannya dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal I

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.,
Agar setiap orang mengetahuinya, mMemerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang,
pada tanggal ;;}AGUSM 2012

¢ BUPATI SINTANG, -f
"
(4 MiLTON CROSBY

Diundangkan di Sintang |
pada tanggal f}/‘«;‘_ A 2012

¢~ SE S DAERAH KABUPATEN SINTANG,(

ZULKIFLI HAJI AHMAD 1
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR §o/



